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20 Desa Dipastikan Belum

Bisa Terima Dana Desa

CIANJUR, (PR).-

Sebanyak 20 dari 354 desa
dipastikan belum bisa mene-
rima dana desa tahap pertama.
Puluhan desa itu diketahui be-
lum menyelesaikan APBDesa
sebagai prasyarat teknis men-
dapatkan dana desa.

Dinas Pemberdayaan Masya-
rakat dan Desa Kabupaten
Cianjur telah berkali-kali meng-
ingatkan aparatur desa agar
menyelesaikan APBDesa ma-
sing-masing karena pencairan
dana desa tahap pertama ham-
pir selesai.

”Kami sudah ingatkan agar
pemerintah desa segera menye-
lesaikan prasyarat teknis ter-
sebut. Soalnya, mereka tidak
akan mendapat pencairan dana
desa di termin selanjutnya. Se-
bab, laporan pertanggungjawab-
an termin pertama belum sele-
sai,” kata Kepala Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cianjur, Ahmad Da-
nial, Jumat (18/5/2018).

Ia mengatakan, dinas juga te-
rus memonitoring dan meng-
evaluasi ke setiap desa. Menurut
dia, monitoring itu dilakukan
agar tahapan awal pencairan da-
na setiap desa dapat berjalan
sesuai tahapan. Pasalnya, bantu-
an dana desa yang terbagi da-
lam tiga termin itu dapat cair ji-
ka melalui tahapan yang benar.

Ahmad mengatakan, termin
kedua akan cair apabila setiap
desa telah menyelesaikan SPJ
termin pertama. Namun, jika
laporan belum selesai, bantuan
termin selanjutnya juga tidak
akan bisa dicairkan.

Dikatakan Ahmad, selain per-
soalan laporan untuk pencairan
dana, monev yang dilakukan di-
nas juga berfokus pada upaya
antisipasi terhadap terjadinya
kesalahan penggunaan dana de-
sa ke depan.

"Memang diakui, dalam pe-
ngelolaan dana desa masih ba-
nyak aparatur desa yang diduga
tersandung masalah hukum..
Makanya, kami berikan arahan
dan jika ada yang tidak sesuai,
segera diperbaiki,” katanya.

Berdasarkan pengalaman se-
lama empat tahun terakhir, se-
tidaknya ada enam aparatur pe-
merintahan desa yang tersan-
dung masalah hukum. Namun,
ia mengaku menghormati pro-
ses hukum dan mendukung
adanya tindakan yang sesuai ji-
ka terbukti telah terjadi penye-
lewengan.

Oleh karena itu, Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan De-
sa terus memberikan pembina-
an bagi seluruh desa, supaya
pengelolaan ataupun bantuan
lain berjalan sesuai dengan ren-
cana. (Shofira Hanan)***
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